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PUTUSAN
Nomor 4126/Pdt.G/2019/PA.Cbn

NS\ TS [P P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara

pada tingkat pertama dalam persidangan maijelis telah menjatuhkan Putusan

sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat,, tempat/tangal lahir Bogor/01 Mei 1970, umur 49 tahun, agama
Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
kediaman di Laladon Gede, Gg. IV RT.003 RW.007, Desa
Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat/tangal lahir Bogor/24 Juli 1974, umur 45 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Online, tempat kediaman di
an. (Wardi) Laladon Gede, Gg. IV RT.003 RW.007, Desa
Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada thari itu juga dengan register
perkara Nomor 4126/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya
dilaksanakan pada tangggal 28 Agustus 1994 , berdasarkan kutipan akta
nikah nomor: 431/17/1X/1994 tertanggal 05 September 1994, yang
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dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dramaga,
Kabupaten Bogor .

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di Laladon Gede, Gg. IV RT.003 RW.007, Desa Laladon,
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor .

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan
dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Dicky Mawardi, laki-laki, lahir di Bogor, 17 Maret 1995
b. Rachma Diana, perempuan, lahir di Bogor, 16 November 2002:

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada
Penggugat

b. Tergugat bersifat cenderung tempramen, seperti; Merusak barang-
barang di dalam rumah

c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada
Penggugat sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang

d. Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat

5. Bahwa pada Juni 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat telah berpisah rumah
sebagaimana tersebut diatas.

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya
tersebut tidak membuahkan hasil.

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,
sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak
tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak
mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak

ada jalan terbaik kecuali perceraian.
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8. Bahwa Penggugat merupakan warga yang tidak mampu sebagaimana surat
keterangan Nomor 465/90-Desa Laladon tanggal 01 Agustus 2019 yang
dikeluarkan oleh kepala desa/lurah Laladon , maka Penggugat mohon

untuk dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat

kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cg. Majelis Hakim yang

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut

Penggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan

ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
bersabar dan mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat tetapi tidak
berhasil, Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai
dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya

tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah nomor: 431/17/1X/1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor (bukti P).

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:
1. Sumiyati Binti Ugan, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Kakak iparPenggugat.
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B4

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan
sering bertengkar sejak sekitar awal tahun 2016.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat bersifat
cenderung tempramen, Tergugat kurang cukup dalam memberikan
nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni
tahun 2016, upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak
sanggup mendamaikan kedua pihak sebab Penggugat bersikeras ingin
bercerai.

2. Silvia Rubiyanti binti Samsuri, menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai Keponakan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
sejak awal tahun 2016.
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah Tergugat bersifat
cenderung tempramen, Tergugat kurang cukup dalam memberikan
nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni
tahun 2016.
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Penggugat
membenarkannya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon dikabulkan.

Bahwa berdasarkan  putusan sela tertanggal 26 Agustus 2019
permohonan Penggugat untuk berperkara secara cumacuma telah dikabulkan
dengan amar sebagai berikut :

1.Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas;

2.Memberi izin kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara

Cuma-Cuma;
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Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim
memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dengan
menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di
Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah
Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan
Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang
mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak
yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar
mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan
Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan
oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
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Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang
menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan
alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam

bagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat
terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah
perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban
pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan
berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya

Penggugat mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan tentang ikatan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik,
dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah
disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan terhadap isinya
tidak diperoleh bantahan dari Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan
Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian

yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan
keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim
menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi
sebagaimana maksud Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga/orang
terdekat Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi
tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain
dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya
perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, terhadap
Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan
mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh ingin

bercerai. Keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat
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materil sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal
1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua

saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas,
Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan dikaruniai dua orang anak.
2. Bahwa sejak awal tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil
merukunkan kembali dan sejak bulan Juni tahun 2016 Penggugat dan

Tergugat pisah rumah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus
serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis
hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan
sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, “Dan
di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir’ dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan bertujuan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” sulit

untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk
bercerai menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi bersedia mentolerir
kekurangan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing sudah tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33
Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati,

setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain,
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dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown),

sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998
tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, “Bahwa oleh karena
percekcokan terus- menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah
terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan

perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,
maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali
perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan
kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan
kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat
telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta beralasan sesuai Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.
MENGADILI

1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap dipersidangan tidak hadir;
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2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4.Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.
Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Firris
Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Maijelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. Drs. H. Mukhlis M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.
Perincian biaya Nihil :
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